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PERJANJIAN KONSEsl

^NTARA

KANTOFt OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

DENGAN
PT PELABUHAN INDONEsiA IV (PERSEFto)

TENTANG

KEGIATAN PENGuSAHAAN JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN YANG
DlusAHARAN OLEII PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

Nomor : HK.107/07/01/OP.MKS-15
Nomor : 1/HX.301/6/But-2015

Pada hari ini, Senin Tanggal Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Lima Belas (09-
11-2015), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan dibawah ini :

I.     INYOMANCEDESAPUTRA       :  Kepala      Kantor     Otoritas      Pelabuhan      Utama
Makassar,  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri
Pethubungan   Nomor       SK.   224   Tahun   2014
tentang  Pemberhentian  dan  Pengangkatan  Dari
Dan  Dalam  Jabatan  Di  Lingkungan  Kementerian
Perhubungan        Tanggal        11        April        2013,
berkedudukan di Jalan Madura No 1, dalam lial ini
bertindak  untuk  dan  atas  nama  Penyelenggara
Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan oleh
PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero) sesuai Surat
Direktur   Jenderal   Perhubungan   Laut   Nomor   :
KP.104/138/20/DJPL-15     tanggal     9     Nopember
2015, selanjutnya disebut PIHAR PERTAMA.

11.    DOSO AGUNG Direktur   Utama    PT.    Pelabuhan    Indonesia    lv

(Persero)  berda§arkan  Keputusan  Menteri  BUMN
selaku      RUPS      Perusahaan      Perseroan      PT
Pelabuhan     Indonesia     lv     (Persero)     Nomor
SK.156"BU/09/2015  tanggal  1  September  2015
tentang      Pemberhentian      dan      Pengangkatan
Direktur  Utama  Perusahaan  Perseroan  (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia lv dalam hal ini bertindak
unti..i dan alas nama rT Pelabuhan  Indonesia lv
(Persero)  yang  berkedudukan  di  Jalan  Soekarno
No 1, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK    PERTAMA   dan   PIHAK    KEDUA   se!anjutnya  secara   bersama-sama   disebut
sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK. terlebih dahulu
menerangkan hal-hal Sebagai berikut :
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a.

C.

d.

Bahwa PIHAK PEF3TAMA adalah lembaga pemedntah di pelabuhan sebagai otoutas
yang  melaksanakan  fungsi  pengaturan,  pengendalian  dan  pengawasan  kegiatan
kepelabuhanan  yang  diusahahan  secara  komersial  yang  berperan  sebagai  wakil
Pemen.ntah  untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepeda  Badan Ucaha
Pelabuhan  untuk  melakukan  Kegiatan  Pengusahaan  di  pelabuhan  sebagaimana
tercantum     dalam     Surat     Direktur    Jenderal     Perhubungan     Laut     Nomor    :
KP.104/138/20/DJPL-15 tanggal 9 Nopember 2015,

Bahwa  PIHAK  KEDUA  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang  didirikan
berdasarkan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   59   Tahun    1991   tentang   tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan
Perseroan  (Persero) dan telah memiliki legalitas sebagai Badan Usaha  Pelabuhan
(BUP)  berdasarkan  keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KP  27  Tahun  2011
tentang   Pemberian   izin   Usaha  Kepada   PT  Pelabuhan   Indonesia  IV  (Persero)
sebagai Badan Usaha Pelabuhan

Bahwa  berdasarkan  Pasal  344  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008
tentang  Pefayaran  dan  Pasal  165 ayat (3)  Peraturan  Femerintah  Nomor 61  Tahun
2009  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  64  Tahun
2015  tentang   Kepelabuhanan.   PIHAK   KEDUA   telah   diberikan   hak   untuk  tetap
menyelenggarakan      Kegiafan      Pengusahaan      di      pelabuhan      yang      telah
diselenggarakan selama ini.

Bahwa dalam rangka menegaskan ketentuan sebagaimana dimaksud butir c. di atas
dan guna memberikan kepastian hukum atas Kegiatan Pengusahaan yang difakukan
oleh  PIHAK  KEDUA.  PARA  PIHAK  sepakat  untuk  membuat  dan  menandatangani
suatu  Perianjian  Konsesi tentang  Kegiatan  Pengusahaan  Jasa  Kepelabuhanan  Di
Pelabuhan    Yang    Diusahakan    Oleh    PIHAK    KEDUA,    dimana   PIHAK    KEDUA
memberikan   Pendapatan   Konsesi   kepada   PIHAK   PERTAMA   dari   pendapatan
Kegiatan   Pengusahaan   pada   pelabuhan   yang   diusahakan   oleh   PIHAK   KEDUA
sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan   pertimbangan   hal-hal   tersebut   di   alas,   PARA   PIHAK   sepakat   untuk
mengikatkan   diri   dalam   Perianjian   Konsesi   tentang   Kegiatan   Pengusahaan   Jasa
Kepelabuhanan   Di   Pelabuhan   Yang  Diusahakan   Oleh   PT  Pelabuhan   Indonesia   lv
(Persero) yang untuk selanjutnya disebut Pecanjian Konsesi. dengan ketentuan sebagai
berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM
\,

1.     Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara;

2.     undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran:

3.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    59    Tahun    1991    tentang    Pengalihan    Bentuk
Perusahaan   Umum   (Perum)   Pelabuhan    lv   menjadi   Perusahaan   Perseroan
(Persero);
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4.    Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana
telah   diubah   dengan   Peraturan   Pem€rintah   Nomor   64   Tahun   2015tentang
Perubahan    Atas    Peraturan    Pemerintah    Nomor    61     Tahun    2009    tentang
Kepefabuhanan;

5.    Pelaturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasjan;

6.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2010  tentang  Perlindungan  Lingkungan
Maritim  ;

7.     Peraturan   Pemerintah   Nomor  20   Tahun   2010  tentang   Angkutan   Di   Perairan
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 22  Tahun  2011
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2010  tentang
Angkutan Di Perairan;

8.     Peraturan  Pemerintah  Nomor 27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Mjlik
Negararoaerah;

9.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2015 tentang  Jenis  Dan  Tarif Alas  Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Beriaku Pada Kementerian Perhubungan:

10.   Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 38  Tahun  2015 tentang  Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan lnfrastruktur:

11.   Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor   PM  25 Tahun 2011  tentang Sarana Bantu
Navigasi Pelayaran:

12.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011  tentang Telekomunikasi
Pelayaran;

13.  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  52  Tahun  2011  tentang  Pengerukan
Dan Reklamasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM  136 Tahun 2015 tentang  Perubahan Kedua Atas
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  52  Tahun  2011  tentang  Pengerukan
Dan Reklamasi:

14.   Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor PM 68 Tahun  2011  tentang Alur Pelayaran
di Laut;

15.  Peraturan  Menteri  Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala  Badan
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Nomor  3  Tahun  2012  tentang  Panduan
Umum    Pelaksanaan    Kerjasama    Pemerintah    dengan    Badan    Usaha    Dalam
Penyediaan lnfrastruktur;

16.   Peraturan  Menteri  Badan  Usaha  Milik  Negara  Nomor  PEF!-19/MBU/2012  tentang
Pedoman  Penundaan Transaksi  Bisnis  Yang Terindikasi  Penyimpangan  Dan Atau
Kecurangan;

17.   Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 T.ahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja  Kantor Otoritas Pelabuhan utama;

18.   Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor PM  6 Tahun  2013  tentang  Jenis,  Struktur,
Dan   Golongan   Tarif  Jasa   Kepelabuhanan   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  15  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan  Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur,
Dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan:
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19.  Peraturan   Menteri   Pethubungan   Nomor  PM   71   Tahun   2013  tentang   Salvage
Dan/Atau Peke¢aan Bawah Air;

20.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2013 tentang Rencana lnduk
Pelabuhan Makassar;

21.  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  23  Ta!iun  2015  Peningkatan  Fungsi
Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Kometsial;

22.  Peraturan Menteri Nomor PM 51  Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan
Laut;

23.  Peraturan   Menteri  Perhubungan   Nomor  PM   69  Tahun  2015  tentang   Petunjuk
Pelaksanaan  Jenis  Dan  Tarif Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Buken  Pajak  Yang
Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perllubungan Laut;

24.  Keputusan  Menteri  Perhubungan Nomor KP 27 Tahun 2011  tentang Pemberian  lzin
Useha   Kepeda   PT   Pelabuhan   Indonesia   lv   {Persero)   Sebagai   Badan   Usaha
Pefabuhan;

25.  Keputusan  Menteri  Badan  Usalla  Milik  Negara  Se!aku  Rapat  Umum  Pemegang
Saham  Perusahaan  Perseroan  (Persero)  PT  Pelabuhan  Indonesia  IV  Nomor  SK-
404/MBU/2013  tanggal  28   November  2013  tentang   Pemberhentjan`   Perubahan
Nomenklatur,  dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero)
PT  Pelabuhan  Indonesia  lv  jo.   Nomor  SK-90/MBU/2014  tanggal  28  Apfil  2014
tentang  Pemberhentian  dan  Pengangkatan  Anggota-Anggcta  Direksi  Perusahaan
Perseroan  (Persero)  PT  Pelabuhan  Indonesia  IV jo.  Nomor SK-156/inBU/09/2015
tanggal   1   September  2015  tentang  Pemberhentian  dan  Pengangkatan  Direktur
Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia lv;

26.  Surat  Edaran  Direktur Jenderal  Perhubungan  Laut  Nomor UM.003/46/90JPL  2015
tanggal  6  Juli  2015  tentang  Pelaksanaan  Pungutan  Jasa  Kepelabuhanan  Sesuai
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11   Tahun  2015  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;

27.  Surat  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  KP  004/18/23  PHB  2015
Tanggal  2  November  2015  tentang  Penugasan  untuk  Menandatangani  Perfenjian
Konsesi;

28.  Akta Notaris  lmas Fatimah,  S.H.,  Nomor 7 tanggal  1  December  1992 tentang Akta
Pendirian  dan  Anggaran  Dasar  Perusahaan  Perseroan  PT.  {Persero)  Pelat)unan
Indonesia lv, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris
Nanda Fauz ]wan, S.H., M.Kn„ Nomor 36 tanggal 24 0ktober 2014.

PASAL 2

DEFINISI

Dalam  Pecanjian Konsesi ini pengertian yang digunakan mempunyai arti dan penafsiran
yang sama bagi PARA PIHAK sebagai berikut :

1.     Kons®sl  adalah  pemberian  hak  oleh  PIHAK  PERTAMA  kepada  PIHAK  KEDUA
untuk melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepefabuhanan di Area Konsesi.
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2.    Periyelenggara Pelabuhan adalah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dan
Kantor  Kesyahbendaran  dan  Cxoritas  Pefabuhan   (KSOP)  tertentu   sebagaimana
teicantum    dalam     Surat    Direktur    Jenderal     Perhubungan     Laud     Nomor    :
KP.104/138/20roJPL-15 tanggal 9 Nopember 2015.

3.    Kegfafan  P®ngusahaan  adafah  Kegiatan  penyediaan  dan/atau  pelayanan    jasa
kepefabuhanan    yang    meliputi    penyediaan    dan/atau    pelayanan    jasa    kapal,
penumpang dan barang.

4.    Area  Konsesi     adalah  wilayah  dan  atau  lokasi  dimana  terdapat  terminal  dan
fasilitas   pelabuhan   eksisting   milik   PIHAK   KEDUA   yang   telah   diusahakan   oleh
PIHAK  KEDUA  untuk  kegiatan  Pengusahaan  Jasa  Kepelabuhanan  di  Pelabuhan
sebagaimana tehampir.

5,     Pendapatan  Konsesi  adalah  Pendapatan  yang  diterima  oleh  PIHAK  PEF3TAMA
akibat pemberian konsesi kepada PIHAK KEDUA.

6.    Aset adalah Aset Bergerak dan Asct Tidak Bergerak di Area Konsesi.

7.     Aset Bergerak  adalah  seluruh  asct  yang  dapat  dipindahkan  yang  berada  di Area
Konsesi  yang disediakan dan dioperasikan  PIHAK  KEDUA dan  difungsikan  sebagaj
fasilitas pendukung pelakcanaan kegiatan di Area Konsesi, yang meliputi namun tidak
teTbatas pada peralatan bengkar muat diatas Area Konsesi.

8.     As®t  Tidak  B®rg®rak  edalah  seluruh  aset  yang  tidak  dapat  dipindahkan  tanpa
merubah bentuk dasamya yang berada di Area Konsesi yang disediakan dan/atau
dibangun   dan   dioperasikan   PIHAK   KEDUA   dan   difungsikan   sebagai  .fasilitas
pendukung  pelaksanaan  Kegiatan  Pengusahaan  di  Area  Konsesi  yang  dibuktikan
dengan surat kepemilikan dan/atau penguasaan.

9.     Dampak Kerugian Material adalah keadaan yang berdampak merugikan kepada :

a.     Hak-hak  PIHAK  KEDUA  berdasarkan  Perjanjian  Konsesi  ini  atau  kemampuan
PIHAK   KEDUA   untuk   melaksanakan   kewajibannya   berdaserkan   Perjanjian
Konsesi ini; atau

b.     Kemampuan   PIHAK  KEDUA   untuk     menyelenggarakan   dan   memperoleh
pendapetan serta    mengambil    manfaat dari    syarat-syarat    dan    ketentuan
dalam Perjanjian Konsesi ini; atau

C. Hak    PIHAK   KEDUA    atas  Kegiatan   Pengusahaan   berdaserkan    Perjanjian
Konsesi   ini,   menjedi   hilang   atau  PIHAK  KEDUA tidak  dapat  menikmati  hak
tersebut scara penuh.

10,   Pajak adalah setiap pajak,  pengenaan,  retribusi,  biaya,  biaya lisensi,  biaya   sewa,
tagihan,  bea  atau  setiap  retribusi  atau  kewajiban  lainnya  yang  serupa,  termasuk
namun  tidak  terbatas  pada  pajak  penghasilan,  pajak  pe,nghasjlan  badan`  ,pajak
untuk divjden,  bea  masuk  sehubungan dengan  barang  dan  peralatan.  pajak alas
jasa, pajak alas penjualan dan bea cukai.

11.   Menteri adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

12.   Dlr®ktur J®nd®ral adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
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PASAI 3

MAKSuD DAN TUJUIN

(1)      Maksud    Perianjian    Konsesi    ini    adalah    sebagai    landasan    hukum    dalam
pelaksanaan  Kegiatan  Pengusahaan oleh  PIHAK  KEDUA  di Area  Konsesi  pada
pelabuhan  yang diusahakan oleli PIHAK KEDUA;

(2)      Tujuan petianjian Konsesi ini untuk :
a)   Mencukupi   kebutuhan   secara   berkelanjutan   dalam   penyediaan   Kegiatan

Pengusahaan melalui investasi Badan Usaha Pelabuhan
b)   Meningkatkan kuantitas. kualitas dan efisiensi Kegiatan Pengusahaan:
c)   Meningkatkan   kualifas   pengelolaan   dan   pemeliharaan   dalam   penyediaan

Kegfatan Pengusahaan ;

PASAL 4

RUANG LINGKuP PERJANJIAN KONSESI

Pemberian  Hak dan  Kewenangan  dari  PIHAK PERTAMA  kepada  PIHAK KED` lA  untuk
melakukan    Pengusahaan    Jasa    Kepelabuhanan    di    Area    Konsesi    yang    telah
diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KONSESI

Jangka Waktu Pelianjian adalah  selama 30 (tiga puluh) tahun, terhitung  sejak tanggal
ditandatangani Perjanjian inj dan diperpanjang selama Area Konsesi digunakan sebagai
Fasilitas   Pelabuhan  dan   PIHAK   KEDUA   masih   menyelenggarakan   kegiatan   usaha
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang  Pendirian PIHAK KEDUA
dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

PASAL e

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1)      HakpIHAKPERTAMA:

a.   Melaksanakan   pengaturan,      pengendalian   dan   pengawasan   berdasarkan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  Area  Konsesi
pelabuhan  termasuk  hak  untuk  memasuki  Area  Konsesi   pelabuhan  dalam
rangka   menjalankan   kewenangannya   fanpa   memeriukan   persetujuan   dari
PIHAK KEDUA;

b.    Melakukan  tindakan  korektif  terhadap  penggunaan  bagian  hak  pengelolaan
lahan  alas  lahan  daratan  pada  Area  Konsesi  pelabuhan  yang  tidak  sesuai
peruntukannya:

c.    Menerima Pendapatan Konsesi dart PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam
Perianjian Konsesi ini:

6



d.   Memperoleh  hak atas tanah  dan/atau  bangunan  dari  PIHAK  KEDUA  di  alas
tanah  Hak  Pengelolaan  PIHAK  KEDUA  di  Area  Konsesi  Lintuk  kepentingan
Gedung  Kantor  PIHAK  PEF3TAMA  maupun  lnsfansi  Pemerintah  lainnya yang
terkaft   dengan   fungsi   kepabeanan,   imigrasi,   karantina,   keselamatan   dan
keamanan   pefabuhan   sesuai   ketentuan   peraturan   perundang-undangan,
berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;

e.   Menerima  leporan  Pengusahaan  Jasa  Kepelabuhanan  dari  PIHAK  KEDUA
setiap    bulan    dan    sewaktu-waktu    dapat    meminta    penjelasan    terkajt
Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan dengan alasan yang wajar.

(2)     Kewajiban PIRAK PERTAMA :

a.   Memberikan Hak Kegiatan Pengusahaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana
dimaksud dafam Penlnjfan Konsesj ini;

b.   Menjamin keselamatan dan keamanan serta ketertiban di Area Konsesi;

c.   Membantu   menyelesaiken   segala   perizinan   dan   persyaratan   administrasi
lainnya yang harus dipenuhi PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan Kegiatan
Pengusahaan di pelabuhan;

d.    Menyediakan dan/atau  memelihara  infrastruktur dasar pelabuhan  meliputi  alur
pelayaran  dan  kolam  pelabuhan.  penahan  gelombang  /breatwaterJ,  jaringan
jalan, serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Pelabuhan;

e,   Menyusun standar kineria pefayanan operasional pelabuhan serta sistem dan
prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan ;

f.    Melaksanakan  evaluasi  terhadap  Kegiatan   Pengusahaan  di  Area   Konsesi,
standar   kinerja   pelayanan   operasional   pelabuhan,    pengenaan   tarif   dan
pengelolaan   serta   pemantauan   kelestarian   lingkungan   pada  Area   Konsesi
sesuai dengan perizinannya.

(3)      HakpIHAKKEDUA  :

a.    Melakukan   Kegiatan   Pengusahaan   sebagaimana   diatur   dalam   Peijanjian
Konsesi ini;

b.    Melaksanakan  survei,  studi  di  alas  laut  maupun  di  bawah  laut di  dalam  Area
Konsesi di Pelabuhan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;

c.    Melakukan  keriasama dan atau  bermitra dengan  Pihak lain dalam  melakukan
kegiatan  Pengusahaan  Jasa  Kepelabuhanan  di  Area  Konsesi  PIHAK  KEDUA
sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan tanpa mengurangi tanggung
jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA alas pelaksanaan dari Perjanjian Konsesj
ini;

L,

d.    Dalam  hal  PIHAK  KEDUA  melakukan  kerjasama  dan  atau  bermitra  dengan
Pihak  lain  terkait  dengan   penggunaan   bagian   lahan   dilaksanakan   setelah
mendapat   rekomendasi   dari   PIHAK   PERTAMA   untuk   kesesuaian   dengan
Rencana lnduk Pelabuhan:

e.   Pihak   lain   yang   melaksanakan   kegiatan   pengusahaan   di   Area   Konsesi
dilaksanakan melalui Kerjasama dengan PIHAK KEDUA;
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i.    Melaksanakan penambahan dan/atau pengembangan investasi alas Aset guna
peningkatan pelayanan Kegiatan Pengusahaan di area PIHAK :¢DUA;

9.   Merancang,    membangun,    membiayai,    mengelola,    mengoperasikan    dan
memelihara Asct Bengerak dan Aset Tidak Bergerak yang telah dimiliki PIHAK
KEDUA  dalam  rangka  menunjang  penyelenggaraan  Kegiatan  Pengusahaan
oleh  PIHAK KEDUA dengan memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan:

h.   Memberikan masukan tethadap penyusunan Standar Kinerja Operasional dan
Sistem dan Prosedur Pelayanan Kepelabuhanan;

i.     Menctapkan    dan    mengenakan    tarif    berdasarkan    ketentuan    peraturan
perundang-undangan:

j.     Melaksanakan  kegiatan-kegiatan  lain  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada
kegiatan    yang    diperiukan    untuk   mendukung   terselenggaranya    kegiatan
pengusahaan jasa kepelabuhanan secara optimal:

(4)      Kewajiban PIHAK KEDUA:

a.   Melaksanakan    Kegiatan    Pengusahaan    di   Area    Konsesi   sesuai    dengan
Petianjian Konsesi ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.   Memberikan   hak alas tanah dan/atau  bangunan  kepada  PIHAK PERTAMA di
alas   tanah    Hak    Pengelolaan    PIHAK    KEDUA    di    Area    Konsesi    untuk
kepentingan  Gedung  Kantor  PIHAK  PERTAMA  maupun  lnstansi  Pemerintah
lainnya    yang    terkaft    dengan    fungsi    kepabeanan,    imigrasi,    karantina,
keselamatan dan keamanan pelabuhan sesuai kctentuan peraturan perundarig-
undangan, berdasarkan kesepakatan tertulis PAFIA PIHAK;

c.   Membayar  Pendapatan  Konsesi  atas  pemberian  Hak  Kegiatan  Pengusahaan
kepada   PIHAK   PERTAMA   yang   besarannya   sebagaimana   diatur   dalam
Perianjian Konsesi ini:

d.   Melakukan  perawatan,   penggantian  fasilitas  dan  peralatan  yang  diperiukan
dalam  rangka  menjamin  Kegiatan  Pengusahaan  di  Area  Konsesi  Pelabuhan
secara berkala sesuai program investasi dan fasilitas serta fasilitas yang diganti
menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

e.   Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan:

f.    Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pemantauan kelestarian lingkungan
pada Area Konsesi sesuai dengan perizinan:

9.   Memberikan   pelayanan   kepada   pengguna  jasa   pelabuhan   sesuai   dengan
standar pelayanan yang dftetapkan oleh PIHAK PERTAMA;

h.   Menjaga  keamanan,  keselamatan,  dan  ketertiban  pada  teminal  da.n  fasilitas
pelabuhan yang dioperasikan;

i.     Ikut   menjaga   keselamatan,   keamanan,   dan   ketertiban   yang   menyangkut
angkutan di perairan:

j.     Memelihara kelestarian lingkungan:
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k.   Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA antara lain  namun tidak terbatas pada
laporan Kegiatan Pengusahaan di Area Konsesi, Laperan Pedanjiaii Kedasama
dengan  Mitra  Keriasama,  Laporan  Sfandar Kineca  OperasionaLl,  Pelaksanaan
Tarif secara berkala setiap bufannya:

i.    Memafuhi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  balk  secara  nasional
maupun intemasional.

PASAL 7

PENDAPATAN KONSESI

(1)      PIHAK  KEDUA  membayar  kepada  PIHAK  PERTAMA  alas  Pendapatan  Kon§esi
yang diperoleh dari  Kegiatan  Pengusahaan di Area  Konsesi  pada masing-masing
pelabuhan  sebagai  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak (PNBP)  yang disetorkan  ke
Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan PIHAK PERTAMA.

(2)      Besaran pendapatan Konsesi pada Area Konsesi sebagaimana djmaksud ayat (1)
sebesar 2,5%  (dua  setengah  persen)  per tahun  dari  pendapatan  kotor/brtyto dari
pelaksanaan  Kegiatan  Pengu§ahaan  di  Area  Konsesi  sesuai  dengan  kctentuan
dalam Pefjanjian Konsesi ini.

(3)      Terhadap  pembayaran  Pendapatan  Konsesi  yang  dilakukan  oleh  PIHAK  KEDUA
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),   PIHAK   KEDUA   tidak   dir`enakan   !agi
pungutan-pungutan lainnya terkait Kegiatan Pengusahaen di Area Konsesi.

(4)      Pendapatan   Konsesi   akan   dibayarkan   oleh   PIHAK   KEDUA   kepada   PIHAK
PERTAMA   setiap 3 (tiga) bulan selambat-Iambatnya pada tanggal  15 (lima belas)
pada bLiJan pertama triwulan berikutnya,

(5}      Melaksanakan   kegjatan  Audit   Laporan   Keuangan   Tahunan   secara   menyeluruh
selambat-lambatnya   tanggal   14   (empat   belas)   April   tahun   berikutnya   dengan
Auditor lndependen yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.

(6)      PARA  PIHAK  akan  melaksanakan  rekonsiliasi  atas  Pendapatan  Konsesi  setiap  3
(tiga)    bulan,    dan    apabila    terjadi    kelebihan    atau    kekurangan    pembayaran
Pendapatan  Konsesi  maka  akan  diperhitungkan  pada  pembayaran  Pendapatan
Kon§esi 3 (tiga) bulan berikutnya,

PASAL 8

KEGIATAN PENGEMBANGAN TERMINAL

Pelaksanaan   kegiatan   pengembangan   pada   Perjanjian   Konsesi   ini   dalam   rangka
pengembangan  terminal  dan  fasjlitas  pelabuhan  di  Area  Konsesi,  dapat  dilaksaliakan
oleh   PIHAK   KEDUA   sesuai   dengan   Rencana   lnduk   Pelabuhan   setelah   mendapat
rekomendasi dari PIHAK PERTAMA.
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PASAL 9

T^RIF AWAL DAN FORMULA PENYESuAIAN TARIF

(1)      PARA   PIHAK   menyctujui   bah\A/a   tarif   yang   diterapkan   dalam   Area   Konsesi
pelabuhan    ditetapkan  oleh  PIHAK  KEDUA  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(2)      Dalam  rangka  peningkatan  kualitas  pelayanan  kepada  pengguna  jasa,   PAFRA
PIHAK menyetujui  bahwa penyesuaian  tarif yang  diterapkan  dalam Area Konsesi
dapat dilakukan cteh PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3)      PIHAK KEDUA akan berkonsultasi dengan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan
tarif dengan melaporkan tarif awal dan penyesuaian tarif kepada PIHAK PERTAMA
sebelum diterapken kepeda pengguna jasa,  agar dapat memberikan  kesempatan
bagi PIHAK PERTAMA untuk memberikan masukan dan pertimbangan teknis.

PASAL 10

PFtosEDUR PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT

(1)     Guna  membatasi  sctiap  keluhan  masyarakat  terhadap  Kegiatan  Pengusahaan,
PIHAK KEDUA wajib menyediafan sarana pengaduan masyarakat.

(2)     Setiap keluhan masyarakat yang diajukan kepada PIHAK KEDUA terkait Kegiafan
Pengusahaan di Area Konsesi akan ditangani sesuai dengan tata care yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang~undangan.

PASAL 11

PELAPORAN

(1)      PIHAK  KEDUA  memiliki  kewajiban  untuk  melaporkan  kepada  PIHAK  PERTAMA
meljputj  antara  lain   namun  tidak  terbatas  berupa  laporan   pemenuhan  standar
kinerja pelayanan operasional pelabuhan,  laporan pelaksanaan pungutan tarif jasa
kepelabuhanan, data kegiatan dan laporan pendapatan alas pelaksanaan Kegiatan
Pengusahaan

(2)     Laporan   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan   oleh   PIHAK   KEDUA
kepada   PIHAK   PERTAMA   setiap   bulan   selambat-lambatnya   pada   tanggal   10
(sepuluh)  pada  bulan  berikutnya  dan  untuk  Laporan  Tahunan  hasil  audit  yang
dilakukan oleh Auditor lndependen, sesuai mekanisme korporasi yang berlaku pada
PIHAK  KEDUA  dan  disampaikan  selambat-lambatnya  30  (tigapuluh)  hari  setelah
selesai pelaksanaan audit.                                                                                                        t-

PASAL 12

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

PIHAK     PERTAMA     memiliki     kewenangan     untuk     melakukan     pengawasan     dan
pengendalian  terhadap  pelaksanaan   Kegiatan   Pengusahaen   berdasarkan   Perianjian
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Konsesi ini sesuai dengan kewenangannya yang terfuang dalam peraturan  perundang-
undangan.

PASAL 13

KERAHASIAAN

PARA  PIHAK sepakat  akan  menjaga Kerahasiaan  infomasi  dalam  Perianjian  Konsesi
dengan cata :

a.     Setiap   PIHAK   setelah   menerima   informasi   rahasia   (pihak   penerima   informasi)
dilarang,   tanpa       persetujuan       tertulis       sebelumnya       dari       PIHAK       yang
mengungkapkan   informasi  rahasia   tersebut   (pihak   pengungkap)   membocorkan
atau   mengungkapkan   setiap informasi  rahasia kepada  Subyek Hukum manapun
atau menggunakannya untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan Kegiatan
Pengusahaan    kecuali    kepada    perwakilan-peiwakilannya,    pejabat-pejabatnya,
direktundirek{urnya,  penasihat-penasihatnya,  pegawai-pegawainya,  Agen-agennya
dan   kepada   afiliasi   yang   memiliki   kebutuhan   yang   dapat   dibenarkan   untuk
mengetahui jnformast rahasia dengan tujuan untuk melaksanakan kewajiban mereka
sehubungan dengan Perjanjian Konsesi ini:

b.     Pasal ini tidak berlaku terhadap informasi rahasia yang :

1)    Pada saat pengungkapan atau setelahnya, telah  menjadi  bagien dari  informasi
umum  afau  suatu  literatur  yang  bukan  merupakan  akibat  dart  pelanggaran
terhadap Perianjian Konsesi ini:

2)    Sudah   dimiliki   PIHAK   yang   menerima   infomasi   rahasia  tersebut   sebelum
infomasi     tersebut     dfterima     o!eh     PIHAK     lainnya     dan     PIHAK     yang
mengungkapkan   informasi   tersebut   tidak   berada   dalam   suatu   kewajiban
kerahasiaan;

3)     Didapatkan   dari   pihak   lain   (selain   dart   pihak   yang   mengungkapkan)   yang
memiliki kebebasan unluk mengungkapkan informasi tersebut dan sedang tjdak
terikat  kewajiban  kerahasiaan  dengan  pihak  yang  mengungkapkan  informasi
tersebut:

4)    Dikembangkan seeara independen oleh pihak penerima informasi tanpa adanya
ketergantungan   pada  informasi  rahasia  yang  telah  diungkapkan  oleh   pihak
pengungkap.

5)    Diungkapkan oleh PIHAK KEDUA kepada pemberi pinjaman, pemegang saham.
investor atau bankir (dan penasihat profesional mereka) dart PIHAK KEDUA;

6)     Diwajibkan   untuk  diungkapkan  oleh  ketentuan   hukum  yang  dikeluarkan  oleh

peradilan,  badan  legislatif  atau  administratif  atau  lnstitusi  Pemerintahan  yang
terkait, atau aturan sehubungan bursa efek:

7)     Diungkapkan  kepada  lnstitusi  Pemerintahan  yang  terkait  atau  badan  lainnya

yang   memiliki   kewenangan  sehubungan  dengan   upaya   untuk  mendapatkan
setiap   perizjnan   dan   persetujuan   yang   diperlukan   berdasarkan   Perjanjian
Konsesi inl:

8)    Diungkapkan  oleh  PIHAK  KEDUA  kepeda  Afiliasi  atau  kepada  penerima  hak
yang  ditunjuk  serta  penerima  pengalihan.   Mitra  Kerjasama.  ttontraktor  atau
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pemasok barang  dan jasa,  perusahaan  asuransi,  perusahaan  reasuransi  dan
broker asuransi;

9)    Diungkapkan   kepada   penasihat   profesional   atau   konsultan   masing-masing
PIHAK.

Dengan ketentuan bahwa PIHAK yang mengungfapkan in:ormasi rahasia sesuaj dengan
huruf  5),   6),   7)  dan   8)  di  alas   memastikan   bahwa   setiap   orang   yang   menerima
pengungkapan  tersebut  mempunyai  komitmen  untuk  menjaga  kerahasiaan  informasi
tahasia tersebut dengan ketentuan Pasal ini.

PASAL 14

PEF`uBAHAN HUKUM

(1)     Perubahan  Hukum  adalah  peristiwa  atau  kejadjan  yang  terjadi  setelah  tanggal
penandatanganan Perjanjian Konsesi §ebagai berikut:
a.   Modifikasi,   amandemen/adendum/perubahan,   alterasi   atau   pencabutan  atas

ht]kum yang berlaku saat inj;

b.    Diundangkannya    setiap    hukum    yang    beriaku    atau    pemberiakuan    atau
pengundangan   setiap  hukum   yang   berlaku   yang   baru   oleh   setiap   lnstitusi
Pemerintah;

c.   Mufai beriakunya Hukum yang Berlaku yang belum berlaku efelctif pada tanggal
penandatangan Perianjian Konsesi ini;

d.   Perubahan   dalam   penafsiran,   penerapan   atau   pelaksanaan   hukum   yang
berlaku   atau   putusan   oleh   pengadilan   atau   lnsthusi   Pemerintahan   dalam
Republik Indonesia;

e.    Setiap   lzin   yang   sebelumnya  telah   diberikan   namun   menjadi  tidak  beriaku
dengan syarat dan ketentuan yang sama atau tidak terpenuhinya pembaharuan
lzin oleh  lnstitusi Pemerintahan, karena alasan-alasan selain daripada kelalaian
dari  PIHAK  KEDUA  atau,  apabila  telah  diberikan  untuk jangka  waktu  tertentu,
diperbarui dengan syarat dan ketentuan yang berbeda dart yang sebelumnya:

f.     Adanya    suatu    persyaratan    yang    baru    beriaku    untuk    mendapatkan    lzjn
sehubungan dengan Kegiatan Pengusahaan sesuai dengan Perianjian Konsesi
ini  dimana  persyaratan  tersebut  belum  ada  pada  tanggal  penandatanganan
Perianjian Konsesi ini:

9.    Adanya setiap Pajak atau perubahan pads tarif Pajak.

(2)     PIHAK  PERTAMA  akan  mengambil  setiap  langkah  dan  tindakan  yang  dianggap
perlu untuk memperkecil dampak Perubahan Hukum tersebut agar PIHAK KEDUA
dapat tetap  berada dalam  keadaan  hukum  dan  ekonomi  yang  secara  substansial
sama  dengan  keadaan  sebelum  Perubahan  Hukum Teriadi  iintuk  hal-hal  sebagai
berikut:

a.    Dalam  hal  terjadi  Perubahan  Hukum  yang  mengakibatkan  teriadinya  Dampak
Kerugian Material (selanjutnya disebut "P®ri§tiwa P®rubahan HLikum"):

b.   Seluruh   Peristiwa   Perubahan   Hukum   yang   mengarah   kepada   pencabutan
setiap perizinan, atau perubahan yang substansial terhadap perizinan tersebut,
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dan/atau  peristinra yang  secara  maten.al  mengakibatkan  membesamya  biaya
untuk    medksanakan    Proyek,    atau    yang    secara    material    mengurangi
penerimaan dari Proyek.

PASAL 15

KEADAAN KAHAR

(1)     Keadaan Kahar termasuk setiap tindakan,  kejadian  atau  keadaan atau gabungan
dari  hal-hal  tersebut  yang  di  luar  kekuasaan  PIHAK  KEDUA  dan  yang  memiliki
Dampak   Kerugian   Material   terhadap   pelaksanaan   kewajiban   PIHAK   KEDUA
berdasarkan  Perianjian  Konsesi  ini  atau  yang  secara  substansial  menimbulkan
beban    yang    beriebihan    dan    tidak    ekonomis    bagi    PIHAK    KEDUA    untuk
melaksanakan kewajibannya akibat adanya kejadian tersebut ,

(2)    Tanpa membatasi makna dari Pasal ini, Keadaan Kahar termasuk kejadjan-kejadian
dan keadaan-keadaan berikut ini yang memenuhi syarat dalam ayat (1) di atas:

a,     Keadaan   Kahar   Nan-Pemen.ntah,   termasuk   namun   tidak   terbatas   pada
terorisme,  mogok,  kemusuhan,  perang,  bencana  alam,   kebakaran,  ledakan,
embargo,  sabotase,  gempa  bumi,   banjir,  wabah,   kapal  karam  dalam  Area
Konsesi  atau  keadaan  yang  memiliki  sifat  serupa  dan  bencana  lainnya  yang
harus dinyatakan oleh lnstitusi yang berwenang: dan

b.     Keadaan  Kahar Pemerintah, yaitu  setfap tindakan dari  lnstitusi Pemerintahan
termasuk  pengambilalihan    paksa,    perampasan   atau    Perubahan    Hukum,
yang      mengakibatken   PIHAK  KEDUA  tidak   dapat   melaksanakan   haknya
secara keseluruhan maupun secara sebagian berdasarkan Perianjian Konsesi
ini  (kecuali  tindakan  Pemerintah  tersebut  merupakan  suatu     sanksi     yang
secara   sah   djkenakan   sebagai   akjbat   pelanggaran   Hukum   yang 88rlaku
oleh PIHAK KEDUA) dan setiap tindakan yang memiliki sifat serupa.

(3)      PIHAK    KEDUA    memberikan    pemberitahuan    secara    tertulis    kepada    PIHAK
PERTAMA   setiap  terjadinya  Keadaan  Kahar (pemberitahuan)  sesegera  mungkin
dalam  waktu  tidak  lebih  dari  14  (empat  belas)  hari  keria  setelah  PIHAK  KEDUA
mengetahui adanya Peristiwa Keadaan Kahar,

(4)      PIHAK   KEDUA   sejauh   tidak   dapat   melaksanakan   kewajibannya   berdasarkan
Perjanjian Konsesi ini sebagai akibat dart Keadaan Kanar sgbagaimana dlmaksua
pada ayat  (1) dan  ayat (2),  dibebaskan  dart  kewajibannya  selama tidak  lebih  dari
180  (seratus  delapan  puluh)  hari  kerja  atau  waktu  yang  lebih  panjang  sesuai
kesepakatan Para Pihak.

(5)      Selama    Keadaan    Kahar    beriangsung,    PIHAK    KEDUA    akan    berkonsultasi
dengan     PIHAK  PERTAMA,   untuk  melakukan   semua   tapaya  yang  wajar  irntuk
membatasi   atau   mengurangi   dampak   dari   Keadaan   Kahar  pada   pelaksanaan
kewajibannya berdasarkan Perianjian Konsesi ini.
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PASAL 16

WANPRESTAsl

(1)     Wanpfestasj   berarti  Wanpresfasj  PIHAK  PERTAMA  atau  Wanprestasi  PIHAK
KEDUA.

(2)      Wanprestasi   PIHAK   KEDUA   berarti   setiap   peristiwa   berikut   ini   dan   bukan
pen.sttwa   yang merupakan akjbat dart Wanprestasi PIHAK PERTAMA, Perubahan
Hukum  yang  mengakibatkan  Dampak Kerugian  Material,  atau  Peristiwa  Keadaan
Kahar :

a.     Wanprestasi  yang  Disengaja  oleh  PIHAK  KEDUA  untuk  tidak  melaksanakan
kewajiban yang material berdasarkan Peeanjian Konsesi ini;

b.    Adanya suatu jumlah yang terhutang dan sudan jatuh tempo dan dapat ditagih
oleh    PIHAK   PERTAMA   kepada   PIHAK   KEDUA   berdasarkan    Perianjian
Konsesi  ini  dan  tidak  dibayarkan  dalam     30  (tiga  puluh)  hari     keria  sejak
tanggal     pemberitahuan     diterima     oleh     PIHAK     KEDUA     dari     PIHAK
PERTAMA yang menyatakan bahwa pembayaran tersebut sudan lewat waktu.

(3)      Wanprestasi    PIHAK    PERTAMA   berarti    kegagalan    PIHAK   PEF}TAMA   dalam
melaksanakan  setiap  kewajibannya   berdasarkan   Perianjian   Konsesi   ini  kecuali
peristtwa tersebut sebagai akibat dart Wanprestasi PIHAK KEDUA.

(4)     Akibat dart wanprestasi :

a.    Pemberitahuan wanpresta§i

1)    Apabila       Peristtwa       Wanprestasj       terjadi,       PIHAK       yang       tidak
melanggar        dapat   mengirimkan   pemberitahuan   kepada   pihak   yang
melanggar      dengan      menjabarkan      pelanggaran      yang      dibuatnya
(pemberitahuan Wanpreslasi):

2)     Setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. PIHAK yang melanggar akan
diberikan  waklu  selama  90  (sembilan  puluh)  hart  kerja  untuk  memulihkan
Wanprestasj  tersebut  tiangka  waktu  pemulihan)  sesuai  pemberitahuan
Wanprestasi :

3)    Selama  jangka  waktu  Pemulihan.   PIHAK  yang  melanggar  harus  tetap
mengupayakan  untuk  memulihkan  Wanprestasi  dan  PARA  PIHAK tetap
akan   melakoanakan   kewajibannya   berdaaarkan   Perianjian   Konsesi   ini
yang tidak terpengaruh pelaksanaannya.

b.     Pemberitahuan mengenai maksud pemutusan perianjian Konsesi.

1)    Apabila  menjelang  akhir jangka  waktu  pemulihan,  Wanprestasj  tersebut
belum terpulihkan. maka PIHAK yang tidak melangga[.dapat mengirimkar
pemberitahuan   alas   maksudnya   unluk   memutus   Perianjian    Konsesi
(pemberitahuan pemutusan Perjanjian Konsesi):

2)    Apabila   pembemahuan   pemutusan   Perjanjian   Konsest   telah   diterima,
PIHAK  yang  melanggar  memiliki  jangka  waktu  90  (Sembilan  puluh)  hart
kerja  Oangka  waktu  pemulihan  lerokhir)  untuk  memulihkan  Wanprestasi
sesuai pemberitahuan pemutusan Perianjian Konsesi:
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3)    Selama jangka wak[u  pemulihan  terakhir,  PIHAK yang  melanggar  harus
tetap  mengupayakan  pemulihan  Wanprestasi,  PARA  PIHAK  tctap  aken
melaksanakan  kewajibannya  berdasarfan  Pe¢anjian  Konsesi  ini  yang
tidak terpengaruh oleli Wanprestasi tersebut.

c.    Apabila   setelah   jangka   waktu   pemulihan   terakhir   berakhjr. Wanprestasj
belum  terpulihkan,  PIHAl{  yang  tidak  melanggar  dapat  memutus  PeTjanjian
Konsesi ini dengan mengesampingkan bedakunya ketentuan  Pasal  1266 dan
Pasal 1267 KUHperdata.

PASAL 17

SANKsl

(1)     Oalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi standar kineria operasional yang
ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA pada tahun ben.alan, make PIHAK KEDUA tidak
dapat  menyesuaikan  tarif jasa  kepelabuhanan  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun
dan/atau mengembangkan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

(2)     Dalam  hal  teriadi  keterlambatan  pembayaran  Pendapatan  Konsesi  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Perianjian  Konsesi  ini.  maka  PlllAK PERTAMA
melakukan   pengenaan   denda   keterlambatan   kepada   PIHAK   KEDUA   sesuai
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dibidang  Penerimaan  Negara  Bukan
Pajak.

(3)     Dalam hal terjadi penyjmpangan pengembangan teminal dan fasiljtas pelabuhan di
Area  Konsesi  tanpa  sepengetahijan  dan  persetujuan  PIHAK  PERTAMA,   maka
PIHAK     PERTAMA     berhak     untuk     melarang     melakukan     kegiatan     di     area

pengembangan.

PASAL 18

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KONSEsl

(1)     Perianjian  Konsesi  berakhir apabila  memenuhi  salah  satu  atau  semua  ketentuan
sehagai berikut :

a.     Berakhimya   Perjanjian   Konsesi   sesuai  jangka  waktu   sebagaimana   diatur
dalam Perjanjian Konsesi ini;

b.      PIHAK  KEDUA  berhenti  dan/atau  tidak  bersedia  lagi  melaksanakan  Kegiatan
Pengusehaan pada Area Konsesi;

c.     Akibat    wanprestasi    yang    dilakukan    oleh    PIHAK    KEDUAhsebagalmana
ketentuan yang diatur dalam Penanjlan Konsesi inj;

d.      MusnahnyaAset;

e.     Adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  memberhentikan  pelaksanaan
Perianjian Konsesi ini.

(2)     Dalam jangka waktu  360 (tiga ratus enam  puluh) hari sebelum  berakhimya jangka
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waktu   Pengusahaan   PARA   PIHAK   harms   mengambil   langkah-fangkah   yang
diperiukan untuk mengakhiri Perianjian Konsesi dari PIHAK KEDUA kepada Pll+AK
PERTAMA.

PASA| 19

PE«YELESAIAN SENGKETA

(1)     Jika  ada  sengketa  atau  perselisihan  dalam  bentuk  apapun  yang  timbul  antara
PARA   PIHAK   sehubungan   dengan,   atau   timbul   dari   Perjanjian   Konsesi   ini
(termasuk  namun  tidak terbatas  pada,  mengenai  pelanggaran,  pengakhiran  atau
keabsahan  Pe¢anjian  Konsesi  ini),  PARA  PIHAK  harus  berupaya  dalam  jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari keria setelah diterimanya pemberitahuan dart salah satu
PIHAK kepada  PIHAK  lainnya  mengenai  adanya  sengketa,  untuk menyelesaikan
sengketa tersebut dalam kesempatan pertama dengan care musyawarah. Setelah
menerima  pemberitahuan  tertulis  mengenai  adanya  sengketa  tersebut,   masing-
masjng   PIHAK   akan   memberitahukan   secara   tertulis   kepada   PIHAK   lainnya,
seorang  perwakilan  yang  ditunjuk dan  berwenang  untuk  menyelesaikan  sengketa
tersebut.

(2)    Apabila  sengketa  atau    perselisihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak
bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hart keca
sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1) di alas,  maka sengketa atau perselisihan
akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

(3)     Selama  menunggu  keluarnya  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum
tetap,    PARA    Plr'lAK    akan    tctap    melaksanakan    kewajibannya    berdasarkan
ketentuan dalam Perjanjian Konsesi ini.

PASAL 20

AHLI TEKNIK INDEPENDEN

(1)     Ahli  Teknik  lndependen  merupakan  pihak  lain  yang  merupakan  Ahli  lndependen
yang    ditunjuk    oleh    PARA    PIHAK    dalam    hal    PARA    PIHAK    tidak    dapat
menyelesaikan      sengketa      sehubungan      dengan      pelaksanaan       Kegiatan
Pengusahaan.

(2)     Apabila   PIHAK   PERTAMA   dan/atau   PIHAK   KEDUA   memiliki   kebutuhan   untuk
menunjuk   Ahlj   Teknik   lndependen,   mastng-masjng   PIHAK   akan   mengusulkan
kepada PIHAK lainnya dan  PARA  PIHAK akan  menyetujui  serta secara  bersama-
sama menunjuk Ahli Teknik lndependen paling lambat 30 (tiga puluh) haiTkalender
sejak djterimanya usulan.

(3)      Dalam  hal  PARA  PIHAK  menunjuk  Ahli  Teknik  lndependen,  maka  PARA  PIHAK
harus terlebih dahulu menandatangani Perjanjian dengan Ahli Teknik lndependen.

(4)     Ahli  Teknik  lndependen  dalam  melaksanakan  tugasnya  harms  bertindak  secara
independen,  wajar.  adil  dan  cepat  untuk  memfasilitasi  sengkcta  antara  PARA
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PIHAK untuk menjaga kelancaran Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan.

{5)     Syarat  dan  kuafifikasj  Ah«  Teknik  lndependen  disepakati  PARA  PIHAK  sesuai
dengan kebutuhan.

(6)     Keputusan Am Teknik lndependen :

a.     keputusan Ahli Teknik lndependen bersifat mengikat PARA PIHAK;

b.     namun  demikian,  apabila  salah  satu  PIHAK tidak  setuju  terhadap keputusan
Ahli Teknik  lndependen,  PIHAK tersebut harus  menyampaikan  keberatannya
kepeda  PIHAK  lainnya  secara  tertulis  dalam  waktu  paling  lambat  30  (tiga
puluh)    hari    sejak   tanggal   keputusan   Ahli    Teknik    lndependen.    dengan
menyertakan     alasan     alas    keberatannya,     serta     memberikan     usulan
penyelesaiannya;

c.     dalam waktu  paling lambat  14  (empat  belas)  hari  kalender sejak diterimanya
surat pemberitahuan keberatan tersebut, PIHAK yang dituju harus memberikan
jawaban tertulis alas usulan yang disampaikan.  Dalam  hal  PIHAK yang  dituju
tidak  memberikan  jawaban  tertulis  alas  usulan  tersebut,  maka  PIHAK  yang
dituju tersebut dianggap menyctujui usulan yang disampalkannya:

d.     apabila PIHAK yang dituju tidak menyetujui usulan penyelesaian yang diajukan
oleh  PIHAK  yang  keberatan,  maka  PARA  PIHAK  harus  dengan  itikad  balk
menyelesaikannya secara musyawafah dan apabila PARA PIHAK utak dapat
mencapai  kesepafatan  dalam  waktu  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  kerja
sejak  diterimanya  usulan  penyelesaian  tersebut,   salah  satu  PIHAK  dapat
mengajukan penyelesaian sengketanya kepada BANl.

PASAL 21

HUKUM YANG BERLAKu

Pefjanjian  Konsesi  lni  tunduk  pada  dan  dibuat  berclasarkan  dengan   Hukum  Negara
Republlk Indonesia.

PASAL 22

PEMBERltAHUAN

(1)     Suatu   pemberitahuan   atau   bentuk   tomunikasi   lainnya   sehubungan   dengan
Perjanjian  Konsesi  ini  (pemberitahuan)   tidak   memiliki   kekuatan   hukum   apapun
kecuali  terdapat  dalam  bentuk tertulis.

(2)     Selain     daripada     cara-cara     yang     diatur     dalam     peraturan     perundangan,
pemberi!ahuan dapat;
a.      Dikirim  melalui  pos  kepada  alamat  penerima  sebagaimana  disebutkan  da!am

Perjanjian Konsesi ini atau alamat lain yang diberitahukan selanjutnya;

b.     Dikirim   melalui   faksimili   kepada   nomor  faksimili   penerima   dan/atau   surat
elektronik (a-mai-//: atau

c.     Diantarkan  ke  alamat  penerima  sebagaimana  disebutkan  dalam  Perianjian
Konsesi  ini  atau sebagaimana diberitahukan selanjutnya.
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{3)     Alamat PARA PIHAKadalah sebagai berikut :

a.    PlllAK PERTanA
Alamat Kantor
NomorTelepen
Nomor Faksimili
Alamat e-mail
Untuk perhatfan

b.     PIHAKKEDUA
Alamat Kantor Pucat
Nomor Telepon
Nonor Fatsjmili
Alamat website
Untuk perhatian

Jalan Madura No. 1 Pelabuhan Makassar
(0411) 3632881, 3632882, 3632883
(04ii)sei6444
co  makassar@yahoo.cgQ]
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan utama Makassar

Jalan Soekamo No.  1  Pelabuhan Makassar
(0411 ) 3616549, 3624797
(04 1 1 ) 36 1 9044
www,inacort4.co.id
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero)

(4)     Jika  pemberitahuan  dikirim  atau  diantarkan  dengan  cara  yang  disebutkan  dalam
ayat (2).  pemberitahuan tersebut akan dianggap telali diberikan dan telah diterima
aleh PIHAK mana pemberitahuan tersebut ditujukan .

a.     Apabila    dikirim    melalul    pos.    pada    Hari    Kerja    ke-2    (di    alamat   dimana

pemberitahuan dikirimkan) setelah dikirimkan melalui pos;

b.     Apabila dikirim dengan menggunakan faksimili dan/afau eTmaj./ pada Hari Kerja
di  lokasi  penerimaan,  pada  hari  pemberitaliuan  tersebut dikirimkan  dan atau
pads Hart Ke€a berikutnya di lckasi penerimaan; atau

c.     Apabila diantarkan pada Hari Keria di lokasi pengiriman, pada seat diantarkan,
dan afau pads Hari Keria benkutnya di lokasi pengiriman.

PASAL 23

ADENDum

(1)      Setiap perubahan dalam perjanjian Konsesi ini akan dibuat dalam bentuk Adendum
berdasarkan  kesepakatan  PARA  PIHAK,  mengikat  dan  merupakan  bagian  yang
tidak tefpi§ahkan dari Pefjanjian Konsesi ini.

(2)     Adendum   sebegaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   djbuat   sebelum   berakhimya
Perjanjian Konsesi ini.

PASAL 24

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1)     Jangka   waktu   Perjanjjan   Konsesi   dan   Besaran   Pendapatan   Konsesi,   serta
pembayaran  pendapatan  konsesi dapat  dilakukan  penyesuaian  setelah  dilakukan
audit  oleh  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  selambat-
lambatnya  1  (satu) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Konsesi ini`

(2)      Terhadap  pembayaran  Pendapatan  Konse§i  yang  dilakukan  oleh  PIHAK  KEDUA
sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  7  ayat  (1),   sudah  termasuk  Penerimaan
Negara  Bukan  Pajak  atas  penggunaan  perairan  uhiuk  bangunan  di  alas  air
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(3)

(4)

(5)

(6)

dan/atau bawah air  di Area Konsesi.

Penyediaan   dan/atau   pemeliharaan    infrastukiur   dasar   yang    meliputi   alur
pelayarandankolampelabuhan.penahangelombangrbreatwafe¢,jen.nganjalan,
termasuk   penyediaan  dan  pengusahaan  tanah   aken  diatur  tersendiri   melalui
pelimpahan atau bentuk lalmya sesuai peraturan perundang-undangan.

Fas pelabuhan  dipungut oleh  PIHIAK KEDUA  berdasarkan  pecanjian jni dengan
tertebih  dahulu  melaksanakan  pemhangunan  dan  pemeliharaan  jaringan  jalan
berikut fasilitas penunjangnya.

Dalam   hal  PIHAK  KEDUA  telah   melaksanakan  perianjian   kerjasama  operasi
dengan    mitre    dan/atau    badan    usaha    sebelum    Perjanjian    Korisesi    ini
di{andatangani,    maka    perjanjian    tersebut    tetap    beriaku    sampai    dengan
berakhimya    perjanjian    tersebut,    dan    djperhitungkan    sebagaj    komponen
Pendapatan Konsesi.

Setiap  tujuan  atau  tindakan  untuk  kepentingan  salah  satu  PIHAK  atau  untuk
kepentingan  setiap  hak  salah  satu  PIHAK  berdasarkan  suatu  ketentuan  dalam
Perjanjian Konsesi ini selama Jangka Waktu Konsesi, yang merupakan akibat dari
suatu tindakan,  atau  hal-hal  yang  dilakukan  atau tidak dilakukan  oleh  salah  satu
PIHAK   sebelum   habi;   nasa   berlakunya   Perjanjian   Konsesi   ini   {baik   karena
habisnya waktu atau berakhir karena sebab yang diatur dalam Perjanjian Konsesi
ini)` akan tetap berfaku walaupun telah teriadi pengakhiran.

(7)     Lahan   dan  Aset  di  dalam   Area   Konse§i   yang   saat  ini  telah  berstatus   hak
pengelolaan  alas  nama  dan/atau  tercatat  sebagai  aset  PIHAK  KEDUA,  tetap
sebagai hak pengelolaan dan/atau aset PIHAK KEDUA.

(8)      PARA    PIHAK    dengan    ini    mengakui,    menegaskan    dan    sepakat    bahwa
Perianjian   Konsesi      ini      dan   Lampiran-Iampirannya   membentuk   keseluruhan

pengertian antara PARA PIHAK.  Kctentuan - ketentuan dalam Pe¢anjian Konsesi
ini. sejauh mana diperlukan, tetap berlaku walaupun habis  masa  beriaku  Jangka
Waktu      Konsesi,      dan/atau   pengakhiran   Perjanjian   Konsesi   ini   dan   setiap
kewajiban  dari  suatu  PIHAK  yang akan  dilaksanakan  dan/atau  dilakukan  setelah
pengakhiran  Perjanjian  Konsesi  jni,  akan  tctap  harus  dilaksanakan  oleh  PARA
PIHAK.

(9)      PARA  PIHAK  akan  berunding  dengan  itikad  balk  dengan  tujuan  untuk  sepakat
afas satu atau lebih ketentuan yang dapat digantikan karena ketentuan tersebut
menjadi  tidak  sah,  cacat  hukum  atau  tidak  dapat  dilaksanakan  dan  ketentuan

pengganti  tersebut  dapat  diterima  oleh  PAF3A  PIHAK  dan  menghasilkan  solusi
yang sedekat mungkin dan sepraktis mungkin memberikan keseimbangan amara
kepentjngan PARA PIHAK.

(10)   PARA  PIHAK  mengakui  bahwa  apabila  ada  perubahan  nama  lnstitusi  (formll)
PIHAK  PERTAMA  atau  PIHAK  KEDUA  atau  perubahan  terhadap  kepemllikan
sah8m  PIHAK  KEDUA.  tidak  akan  mengubah  hak  atau  kewajiban  PARA  PIHAK
berdasarkan Perjanjian Konsesi ini.

(11 )   Bahasa formal dart Pe¢anjian Konsesi ini adalah Bahasa Indonesia.
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Oenifen  Pethnjien  Konsesi  ini  dibuait  dan  dttaneatangani  pads  hari`  fargiv,  fahun
98begafrona tercamum perd];I awal Pegivjian Koneesi ini, drlam rangkap 2 {due) add.
dlbubuhi  mateni oukup,  martynmejng  untrik  PIHAK  PERTAMA  dan  PIHAK  KEDUA,
peng  monqunysi  kckL#§Ran  hukum  yang  same  dan  dtrymdgkan  10  {aepLlfuh)  rngtop
sahannya.

PIHAtt PERTA"A
ttEpun RANTOR
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LAMPIRAN PERJANJIAN KONSESI

Nomor     : Ilk.107ro7rolrop.MKS-15

Nomor     : 1/HK.Sol/6rouT-2015

Tenggal  : e Nop®mber ael5

PELABUHAN YANG DlusAHAKAN OLEH

PT PELABUHAN INDONESIA IV |PERSERO)

1.   PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero) Cabang Makassar
JI. Sockamo No. 1 Makassar - Sulawesi Selatan
Telepon : {0411) 3616549. 3616999. 3616966,   Faximile : (0411) 3619046
Email   : Makassar@pelabuhan4.co.id

2.   PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero) Termjnal Pctikemas Makassar
J1. Nusantara  329 Makassar -Sulawesi Selatan
Telepon :  ( 0411)  331289 .  331290,   Faximile : (0411)  331285
Email : pelabulian4@tpk-mks.co.id

3.   PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero) Cabang Baljkpapan
Jl. Yes Sudarso No.30 Balikpapan - l<a[imantan Timur
Telepon : (0542) 422246, 731224. 426061, Feximile :( 0542)  731227
Email: baljkpapan@pelabuhan4.co.id

4.   PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero) Cabang Samarinda
Jl. Niaga Timur No.130 Samarinda -Kalimantan Timur 75112
Telepon  :  (0541)   741615, 744935.   Faximile:  (0541)  741093
Email : samarinda@pelabuhan4.co.id

5.   PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero) Cabang Bjtung
Jl. D.S . Sumolang No.1  . Bitung -SLifawesi utara
Telepon   : (0438) 21310.31270t   Faxjmile : (0438) 21196,36538
Email  : bitung@pelabuhan4.co.id

6.   PT Pe]abunan Indonesia lv (Persero) Terminal Petikemas Brtung
Jl. Samuel Languyu No.1, Bitung -Sulawesi Utara
Telepon : (0438) 36680, Faximile :( 0438)  36676. 36679



7.   PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon
JL. Yes Sudarso No.1 Kcta  Amben -Maluku
Tetepon: (0911)  53457, 52263,  Faximile : (0911)  53457,  Telex: 73227
Email : ambon@pelabuhan4.co.id

8.   PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero) Cabang Sarong
JI. Achmad Yani No.13. Sarong -Papua
Telepon : (0951) 23805, 25875. Faxl.mile : (0951)  23805
Email: sorong@pelabuhan4.co. id

9.   PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero) Cabang Jayapura
Jl. Kcti 11/21 Jayapura +apua
Telepon: (0967) 533330, 533035,  Faximile :(0967)  532741
Email : jayapura@pelabuhan4.co,id

10, PT Pelabuhan Indonesia IV {Persero) Cabang Tarakan
JL. Yos Sudarso No.9 Tarakan - Kalimanfan Timur
Telepon : (0561) 21527, 22142, 24437, 24037, Faximile : (0551) 21528
Email : tarakan@pelindo4,co.id

11. PT Pelabuhan Indonesia lv (Per§ero) Cabang Pantoloan
Kompleks Pelabuhan No.23 Pantaloan -  Sulawesi Tengah
Telepon : (0451) 491815,   Faximile : (0451}  491081
Email:pantoloan@inapch4.nat.id

12. PT Pelabuhan Indonesia lv {Persero) Cabang Temate
Jl.Jenderal A.Yani Kompleks Pelabuhan. Temate -Maluku Utara
Telepon : (0921)  3121574,   Faximilie :( 0921)   3121129
Email: temate@inaport4. net.id

13. PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero) Cabang Kendari
JL Konggoasa No.1  Kendari -Sulawesi Tenggara
Telepon : (0401)  321807,   Faximile : (0401)   321976
Email : kendari@inaport4.net.id

14. PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero) Cabang Parepare
Jl ,Anal Cammi. Romp. Pelaounan Parepare -Sulawesi Selatan
Telepon : (0421) 21069,21635, FaximNe : ( 0421)  24071
Email : parepare@inaport4.co.id

15. PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero} Cabang Biak
Jl. Jenderal  Sudirman No.51  Biak -Papua
Telepon  :( 0981) 21135, 21812.   Faximile  :( 0981) 21135

Email: biak@inaport4. nat.id



16. PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero) Cabang Merauke
JI. Yes Sudarso No.9 Merauke -Papua 49613
Telepone : (0972)  321294, Faximile : (0972)  321884
Email: merauke@inaport4 ,co.id

17. PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero) Cabang Manotwari
JI. Banjarmasin No.3 Manok`Arari -Papua
Telepon : (0986)  211834,  Farimile : (0986)  211837
Email : manckwari@inaport4.net.id

18. PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero) Cabang Nunukan
Jl. Pelabuhan Baru No.  10 Nunukan -Kalimantan timur
Tetepon : (0556)  23374, 23375,  Faximile : (0556)  21077
Email: nunukan@inaport4.co.id

19. PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero) Cabeng Fakfak
Jl.Izax Tellusa No.5 Fakfak ~Papua Barat
Telepon :( 0956) 22607,   Faximile : (0956)  226064
Email: fakfak@inaport4.co.id

20. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Gorontalo
Jl. Mayor Dulfah No.178.  Gorontalo
Telepon :( 0435)  821216,   Faximile :( 0435)  824808
garontalo@inaport4,co.id

21. PT Pelabuhan Indonesia lv {Pers®ro) Cabang Tolitoli
Jl. Sidoado No.394, Tolitoli-Selawesi Tengah
Phone :( 0453) 21124, Faximile :( 0453) 22227

22. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manado
Jl. Pelabuhan Ill No.1, Manado -Sulawesi Utara
Phone : (0431) 852138,86364, Fax : {0431) 852138

23. PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero) Kawasan Paotere
Jl. Sabutung, Mkassar -Sulawesi Selatan
Telepon : (0411 ) 436623

24  PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero) Kawasan Bandanaira
Jl.  MaLilana, Bandanaira -Maluku
Teiepon : (0910) 21099



KEMENTERfj&i€ PERHUBLJNGAN
DIREKTORAT JENPERAL PERHUBUNGAN LAUT

'        GEDUNGKA`RYALANTA112S.D17

JL. MEDAN MEROEKA BARAT No. 8

JAKARTA.10110

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

TEL  :  aeii308. 3505006. 38i32cO, 3447®i7
3842tto

Pst    :  1213.1227,4209.4135

1  (satu) berkas
Penugasan            Pelaksanaan
Penandatanganan     Perjanjian
Konsesi         Pada         Fasilitas        Ylh.
Eksisti.ng     Yang     Diusahakan
PT.  Pe!abuhan  Indonesia  I,  11,
Ill. dan IV (Persero)

TLx   :  3844492. 34ses4O

Fax    :  acti786. 3®45430. 3507576

jf Ifyjfyrfe,3    J/tiN          pr!IV£

Kepada

1.    Kepala Kantor Otoritas Pelabulian
Utama Belawan

2.   Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama Tanjung Priok

3.   Kepafa I{antor Otoritas Pelabuhan
Utama Tanjung Perak

4.   Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan
Utama Makassar

di

JARARTA

t     Berdasarkan  ketentuan   Pasal   344  ayat  (3)   Undang-Uiidang   Nomor   17
Tahun   2008   lentang    Pelayaran   dan   Pasal    165   ayat   (3)   Peraturan
P6merinlah   Nomor   61    Tahun   2cO9   ten fang   Kepe!abuhanan.   baliwa
kegiatan   pengusahaan   di   pelabuhan   yang   telah   diselenggarakan   oleh
Badan  Usaha Milik Negara tetap diselenggarakan oleh  Badan  usaha Milik
Negara .

2.     Kegiatan  Pengu§ahaan di Pelabullan  sebagaimana  tersebut  butir  1  (satu),
dilakukan   melalui   perjanjian   an{ara   Otoritas. Pelabuhan   sebagai   wakil
Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  Pelabuhan  Badan  usatia  Milik  Negara
dalani  hal  ini  PT.  Pel€ibuhan  li`doilesia  I.  11.  lil,  dan  lv  (Persero)  sebagai
penyelenggara Pelabuhan sebelum berlakunya  uridang-undang  Nomor 17
Tahun 2008 tentang  PelayarEii ,

3.      Se!iubungan   dengao   tial-llal   lttisebu{   di   alas  dan   menindaklanjuti  surat
Menteri`Perliubungan Nomor lip 004/18/23 PHB 2015 tanggal 2 November
2015    perihal    Pemigasan    Uiiluk    Menandatangani    Perjaiijian    Konsesi,
ditugaskaii       kepada       Saudd{a       iintuk       menaiidataiigani       perjanjian
pengusahaan      kepelabuhanan      dengan      Badan      Usaha      Pelabuhan
PT.  Pelahiihan  Indonesia I.11`  Ill dan  lv (Porsoro) dan bcrtindak atds iidiiid
Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan pada wilayah
keria  sebagaimana  dialur  pad=i  Peratulan  Direklur  Jenderal  Perhubungan
Lau!  Nomor  HK.103/2/8/DJPL.I ``;  langgal  18  Juni  2015  tentailg  Penetapan
Wlayah    Kerja    PetlyelenggaitJi    Pelabulian    yang    Dikoordiiiasikan    oleh
Otoritas     Pelabulian     (surat     !.`,.ildmpir)     {ermasuk     Pelabuhan     Dumai.
Pelabuhan    Panjang,    pelabiil",.lil     Banten,    Pelabuhan    Tanjuiig    Emas.
Pelabur,all     Baniariiiasiii,     Ptl`ihuhcin     13alikpapan,     Pel.iljiihan     Bilung,
Pelabulian Ambon. dan  Pelahiili,"i  Soron{]

/4    DLtinikiaii

-T~;,;h`Tx;\         "  ,/{H]{un/1   ycNl{Muut.{'(/{]:/Mun..rT]m«.;I    i(I  Nt/M/NUN|.'Jnri/llunl/« -`f :n{./Mnwi/""'Alm!Mlf+II"



4.      Deitry!`i€in ui`tiik dilal\sarial:ai.i ilcngan  periuh tanggung jawab

T,=.iiibi!san
Menteri  Perhub..mguli:
Se;ii €J{:Iris  Jei`!cl€ral  i.:emt=rit{3i i€`ii  Pgi i `!HL]ungtl , I .

NIJ',  :i9560912  '19950310{.)2

ilist-jektiii. Jeii{Jei'al  Kemel`leriall  Pei ilubungar,,
I(epala Biro I-lukiim clan  KSLN KenlLTiterian Pe!`l`iibuiigai`;
Sekretaris  Oil.ektorat J€.rideral Pet.!1ubui`gan  Lal\jL,
Par:i  Dlreklui. di  Liligkiingan  Direktoi.at Jenderill  PerhiibLingari  Laut.
Diicksi  PT   Pt;ldburiir!n  :  idonesia  I  {rJ'eisero).
Direhsi PT,  Pelabuhan   .idonesia 11  (Persero):
Oil.eksi  PT.  Pelabuhcln  lil rloliesia  lil  (Persero);
Dii {~-;.!{s;  rT  rc.l€ih,I ihiiii  lTidonesia  lv  (Pt:rserci`j



KEMENTERIAN  PERHUBUNGAN
DIREKl.DRAT JENDE`RAL PERHUBUNGAN  LA

'    GEDUNGKARYALANTA112s/dl7

ji  MED;\rl rutERDEM B^RAT No. a

J"R r^ . 1 u ' i 0

PERATU- P
NOMOR :

1`Ei.  :   3oli3n8.  ]$8S0co. 3ui32Si.`,  .,Ii7017
:1842410

P8t`      :   .1213.432/..:`120'J.4lx§

TLy`    .-  384J`192. ]158

Fat    :  ran78o`.38is4

ERIiuBtJNGAbr LAUTTRE7F7#mfE_Etlt`£~

.          'l`BN 'l`^N a

in.:N r;'i`^pALN  w iiAyiui  ELri;i-tjAL pi.:N yr.=I,I.;Nc 6A!`'A  pl3LAr3u!-IAN
\.^N6  I)IKi-toRrilNt`siKAN tJLr;I.I OTortli`^s pELAi3ui iAN tjTAMA

DIRERTUR JrEHDERAI, PERHUBUNGAH LAUT,

Mcniillbang       :      a.      bi`hwa  a.`siiaj  piisal   l4  l''cratiH'ali  McnL|.I.i  I-'i.I.liubupg;i`ii  Ntj
'l`a; .: ii]  .2015 tcntang l'c-nii`igkatfln  Fungsi  I.'cn.vclcnggara Pela

P€i{!  I  Pelatiu[ifm  Y€ing  {'liusalink,`n  Sccu]-ti  Koin{:r..ii;-il.  dii.`riu.
O({iiJt;`s        Pel€ibiihtin        lJLim€`        tlil}ciil<;lil         kt'uJt!ii;IIigan
tilt:I;ikilkan        iji'i.I;nci`mla'ill        I)clllll.`iH8tnl:in        {l!U.I        rJcni`:.;ml

_

`      ``_   _                   \`--`L`,`,.`.

I".`kilnj} iiHi,   pc:n/S{:s€Lrliu`   `.l|.Sa'il]   I€i`.Hli;;I.s   pt3ntillj.Hig   |jtjl;iljur,
mcllil.€in[u   m{m}'ilsun   i}crumt`stln   I{onscsi  flan   h{-`Hi`Ik   kcl:i
I;]jrin}.a  pacLa  l{}kasi yaji£5  djLt:rapk:in  oLclL  nil.cl{l lil. `ftmcl{A.i'€il;

b.     b:ili``J.1  bcrclasai.karl  imrumbai`gaii   scba#uirnati€i  {limaksun
pada   l'iurur  a,   pcrlu   mencL'Ipkan   Pci.qtu[.all   Din-cktul-   J
Pcrliul)ungan        lmut        l{:riui[ig        Pcnehapan        WiJayal]
P€.nyelenggara   Pelabulian  Yimg   Du{{jt+I.dintisik€m   Olch
I.1L.lflbuh{mu.di[uil:
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Ml`Ll€tfl',kall

7.iiig,kiitig:in  M{Liilim  |l,L.iL`lj{il.€iri  Nt?B:?ra   r`ci)ubth.  Indoncsi€a

''`.

5.     Pi:mtiu.an r'cineiiliti`h  N{ti.mtr 21  TEihun 2010  tenmng Pcrlin

2r) 10   Nom{ir  27.   'l`{iiiiliiiliaH   Lctiilj€ii.€iil   N{:gill.a.   r{ci]ublik   ln
N.:,I,1.,.  51091,

6.     ,|'ci.-ii[`iran    Pre`tstd`..n    Noniiji.   7   1`ah..in    2015    tentring
l{cliii:.iil.cii{.ui  NI:tsf]i.a   (Lciriijf.ii.an  Meg,'ll-it   I\`c|}ul)Ilk  lrl(I(;-ncsth
£{) I 5  Nol`1or 8);

7.     I'i`rnluran   Presicleii  Noltitir  4()  rl`ialiiiii   2015   tt:ntaiig
Pci.hu,biin&an  (Lclubaran   Mcg€u.{i  Rcr'ublik  Indonesia
NO,,J`Jr `75);   `

Tahll

8.     Pi`i.aLurj`n Mentt"i Pel.huljung{m Nolnor KM 6t) Tahun  £010
Organisasi  dan  .r:.iLl  l{(:1.ja  I{cincii[L`rlani  Pt:I-huljuiigtun
li.lal` djubali {l€iigan Pitral i`tt.{i ti Mi`Iil.eL.i I.cL.hubunga:]  Nt3n`ioi
'l`ahu.n 2013;

9.     P{:I-„  ui.an Mcntci.i Pcrhuuungan  N{}mor l{M 62 Tahun 2010
Uiiit`  Uenyelenggara  PL.ltlljuhan  .i;cbingnimanm  tel&h  djubah
l'|`raLurfin Mcntcri Perhuhungan Nomor PM 44 'l.Shun '2011;

10.   r'c'Iti[`il.an Mci'`Itt-ri Pcfl`,iil]ungari  Numor PM  3S Tallun  '2012
0I.gaiiisasi (|zin 'l`:It-a  K(:I:i;I  I{ant{}r Otorlras  Pclclbuh€ui  U {.'Hm

I  I      1'i.I.{Iltil.all  Mi.iilt:I.i  Perlml)`ingan  NtJIIior  PM  :36  Taliuri  2()12
0i.8`tiii8a`si   dan   'l`al<|   K(:I:ja   I+'{inlor   KcayahtJ{~ii.itlarEin   ilari
lJull:I,uhfl,1;

12.   Pi;raluran Mcnlcri  Pt:rhul>uilgail NOElor PM  '23 'l`utiun  20 ls
l'€:i`j[i#lc€ilah   Fiiiigsi   Pt±ilyc.lctiggai.{`   Pctabulran   Yflng   r}iu
SL`caiu Komcrsial;

Mr.:Mul`usRAN:

PERATURAN      DIRERTUR      .EHDERAI,      PE]RIIUBUNGAN
TErvTAii-`-,     pEIfl3T.#ipan      mLAyjul     KERuji      pErit'ELEr
pELA£3Ui[Alq        YANG        DIKooRDrRTAslrcAN
pE LABUHA;y tTTjrmlA.
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ftEPLIBLn( INcoNEsuL

Nonor
Klasifikasi
Lampiran
Periha'

KP 004/18/23 PHB 2015
Seoera

Penugasan  untuk  Menandafangani
Pedanjien Konsesi

Jakarta,      2   November              2015

Kequa

Yth.    1.   Repala  hantor  CtoTttas  Pefabuhan
utana Behan

2.   Kepala  Kantor  ctofhas  Pefabuhan
utama Tanjung Phok

3.   KepaLa  Kanlor  Cxomas  Pefabuhan
Ufama Tanjung Perak

4,   Kepala  Kantor  ctoritas  Pefabuhan
Utama Makassar

dl

TEMPAT

1.   Menindakfanjuti bertemuen dengan Direutur utarne PT Petabuhan Indonesia I, 11,
111,  dan  lv (Pefsero)  peda fangga!  29  Olctober 2015.  bersama ini  diinstruk§jkan
agar      Saudara      mecandatangani      Perfenjian      Koesesj      pada      tanggal
09 November 2015, amara pihak-pihak sehagai berikut :
a     Kepafa  Kantor  Otorftas  PeL@buhan  utama  Bctanian  dengen  Direktur  Utama

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero):
b,    t{epala  Kanlor  Otorrtas  PeLabuhan  utama  Tanjung  Phok  dengan  Direktur

utama PT Pelabuhan lndorresia 11 {Persero) I
c     Kepala  Kantor  Otontas  Pelabuhan  utama  Tanjung  Perah  dengan  Direktur

Ulama PT PelBbuhan lritofresia Ill (Persero).
d     Kepela  Kantor Otoritas  Pefabuhan  lttama  Makasser dengan  Direktur UItama

PT Pelabuhan Indonesia lv (Persero)

2    Demikfan  disempaik8n  untuk  d»akseneken  sesuai  k®temcan  don  perundangan
yang beriaku.

MEHTERI PERHUBUNGAN
+.

Tembusen

1     Sekrctaris JendeTaJ Kementerian perriubungan;
2.    Dlrektur Jenderal perhubungan Laud:
3     Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasj BIrokrasi:
4     Kepala Bfro Hukum dan KSLN Kement®rien perhubungan,

*-Er` vpr|,', r`,*pr [i|E
I®riasxps`jgivAN





Jan|an|EEL
KEMENTERIAN  PERHUBUNGAN

DIREKTORAT IENDERAL pERHUBur`'GAr\T LAUT
KAr`'TOR OTORITAS PELABUHAr`' UTAMA MAKASsAR

:.-` .-.-...-.   ::          :.:;,              I-'` ...-.-``` -.-...

Nomor
K]asifikasi
Lampiran
Perihal

:u".oC74 /  2,`C.  /  18    /OP.Mks-21

Surat lzin Penelitian

Makassar, a+  iun-i           2021

Yth.       Dekan Bidang Akademik, Riset dan lnovasi Fakultas Hukum universitas Hasanuddin

Memperhatikan    Surat   Dekan   Bidang   Akademik,   Riset   dan   lnovasi   Fakultas   Hukum
Universitas  Hasanuddin  Nomor:  2803/UN4.5.1/PT.01.04/2021   tanggal  30  Maret  2021     perihal   :
Permohonan lzin Penelitian.

Sehubungan   dengan   hal  tersebut  diatas,   dengan   ini   disampaikan   bahwa   kami   dapat
menerima   mahasiswa   (i)   untuk   melaksanakan   penelitian   dalam   rangka   penyusunan   tugas
akhir/skripsi pada lnstitusi kami. Mahasiswa (i) yang dapat kami terima adalah:

Nama                      : Raplin Halid
Nomor pokok       : 8012172027
Program                  : Magister (S2)
Konsentrasi           :  llmu Hukum
Judul Penelitian   :  Implementasi perjanjian Konsesi Kepelabuhanan di PT.  Pelabuhan Indonesia lv

(Persero)
Demikian di sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor CItoritas Pelabuhan Utama Makassar


